
BUPAT] MUNA

PERATLfRAN BUPATI MUNA

NOMOR ^ . TAHlJN 2014

TENTANG

iNDlKATOR KINERJA UTAMA

INCrKI 'N(;AN PEMERINTAH KaBI/PATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Meninibang • h. bahwa herkenaan dengan adanya hasil evaluasi Sistem
Akuniabilitas Pvinerja Inslansi Pemerintah di Lingkungan
Pe^merintah Kabupaten Muna oleh, Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia, maka dipandang perlu melakukan
penj^usunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Muna;

h. bahwa berdasarkan pertiinbangan sebagaimana dimaksud
huruf a. peiTu menetapkan ^Peraturan Bupati tentang
Peraturan Bupati Muna tentang Indikator Kinerja Utama
(IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
iVinix'i^tukaji Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembai'an Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
'T^ahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Rfepublik
ip.cionesia Nomor 3851);

.. d.ing Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem
'v-re-K-anaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
K'fput)lik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
. "patmra!' Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



undaiig - Uiuiang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan
Negara iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Ta.mbahan I.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

{j. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

9. Undang - Undang Nomor -12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara
dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara



i<(puf,)iik indonesia Tahun 20Ul Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);

1 1 Peraruran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

\'l. Peraturan F^emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

i4 I'^eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T^un 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan . Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



indonesia Tai'iun 2007 Noinor 89, laniDahan Lembai'an

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Mcntcri iJalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomoj 12 Tahun 2007
tentang Penetapan Urusan Pemerintah TDaerah Kabupaten
Muna (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12, tambahan
Lembfcu'an Daerah Nomor 12),

25 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06,
tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 02 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 02, tambahan Lembaran Daerah
Nornor 02);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATLJRAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUNA.

Pasal 1

Ketentuan lentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peratiirfin Rupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
nengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Diundangkan di Raha
pada tanggal 11 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA

TAHUN 2014 NOMOR

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI MUNA,

H. LM BAHARUDDIN


